
BUPATI TELUK WONDAMA

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA

NOMOR 4A TAHUN 2017

TENTANG

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman, agar
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah terwujud, perlu melakukan
inventarisasi Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa Daerah berhak
menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan Bupati Teluk Wondama tentang Bidang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni, Kabuptaen Teluk Wondama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Wondama;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRD Kabupaten Teluk Wondama yaitu lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Wondama;

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Wondama;

10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;

11. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa
norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan
Pemerintahan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan
pemerintahan.

BAB II

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.



(4) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.

(5) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 3

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal
2 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah yang  berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan unggulan daerah.

Pasal 4

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan kampung;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;



j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah kepada
Daerah yang disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana, serta kepegawaian.

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib
dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN

PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak
lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.



(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati
ini untuk menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; penentuannya
menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian lingkungan antar Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Provinsi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini,
Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri
Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

(1) Pemerintahan Daerah dapat menerima penugasan sebagian urusan
pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi berdasarkan
asas tugas pembantuan.

(2) Guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan, Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan
urusan wajib dan urusan pilihan kepada Distrik dan Kelurahan.

BAB VII

LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat.

(2) Tata cara penyusunan dan metode penyampaian laporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Peraturan Bupati ini diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Bidang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Teluk
Wondama.

(2) Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah
Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diterbitkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Teluk Wondama

Ditetapkan di Rasiei
Pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 27 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

PALINO PITER LAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 4A


